vienimbang

Mengingat

PERATUR A n
I;.;n' DAERAH KOTA MAGELANG
IMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

RET 180\
FRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan  atas Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah serta dalam rangka meningkatkan
kelancaran pelaksanaan retribusi Tanda Daltar Gudang
diwilayah Kota Magelang dipandang perlu adanya
pengaturan tentang Retribusi Tanda Daftar (Gudang;

b. bahwa dalam rangka tertib maga dan kelancaran
distribusi  barang agar dapat memenuhi  kebutuhan
konsumen didalam Kota Magelang, perlu penataan dan
pembinaan pergudangan;

c. bahwa untuk itu, perlu menyusun dan mencta[l)kanl
Peraturan Dacrah Kota Magelang tentang Retribusi
Tanda Daflar Gudang (TDG):

|. Bedrjfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Stbl. 1933
Nomor 86 ).

7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 195Q tentang
| Pembentukan Daerah-daerah  Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan

Jawa Baral;

e UL To T ) A—
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3. U
' “dﬂﬂg-u
nda

enctapan, 1‘2:“ Nomor 11 Tahun 1965 tentang
'{'ljnd““!l NOmoy u_:,dn.,p“"'“:rinlah Pengganti Undang-
nd;mg uldﬂng N lahun 1962 tentang perubahan
Lrguddﬂuun n -“'ln“-r 2 Prp. Tahun 1960 tentang
CRara Ty) Injad Uudang-undunu (Lembaran
N “un 1965 N v ]
CRarg 9

4. Nomgy 2759, mor 54, tambahan Lembaran

'[1' . U[]di‘l['lg-undan

Acara Pidan, E_N”“m" 8 Tahun 1981 tentang Hukum

76, Tamba] ¢ (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor
1an Lembaran Negara Nomor 3209);

d. Undung-

u LS B
Pemerin Ndang - Nomor 22 Tahun 1999 tentang

N embaran Negara Tahun 1999
Omor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839),
0.
U"qa“E‘U“dﬂng Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Pcmnbungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

baran Negara Tahun 1999 Nomor 72
tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Daerah (Lem

U"dﬂng*undang Nomor 34 Tahun 2000 tcniang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
lentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan l.embaran
Negara Nomor 4048);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang
Penvaluran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Negara

Tahun 1957 Nomor 7. tambahan Lembaran Negara
Nomor 1144),

O Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (I.embaran Negara Tahun 1997 Nomor
55 tambahan l.embaran Negara Nomor 3692},

10 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
kewenangan Pemerintah dan chenungug Propinsi
<ebagai Daerah Otonom (L.embaran Negara Tahun 2000
N(Jmhnr 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),

11. Keputusan.......... :
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- Negeri Nomor 174 'l'uhun‘
lata Cara Pemungutan Retribusi

lz-K{:putL :
'San Menten Dalam Negeri Nomor 175 Tahun

1997 1
nlan . , : )
Retribys; IJHE%II}rldlu Cara Pemeriksaan di Bidang

13.chulu.‘iun Menteri |
Nomor 23/ Mpyp
Usaha p

’enndustrian  dan  Perdagangan
‘Kep/l/1998 tentang 1.embaga-lembaga
¢rdagangan;

14 Keputusan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nnmm

_ . lUS‘{M]}1’-"'Kt’:p.-'2."l9‘:}3 tentang Penataan dan
Pembinaan Pergudangan:

IS.Kf.:putusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun
1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak
Dacrah, Retribusi Dacrah dan Penerimaan Pendapatan
lain-lain;

16.Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan
Nomor 78MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standart
Pelayanan  Minimal (PSPM) bidang Perdagangan
perindustnan;

|7 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 'l'ahun
2000 tentang Susunan Organisasi dan lata Kena Dinas

Dacrah Kota Magelang;
Dengan Persctujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN

DAERAH KOTA  MAGELANG

. PE 'RAN
Menetapkan PERATLU RIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG

TENTANG RET
(TDG)
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G =

Jam peraturan Daerah ip;
E Naerah adalah Kota Magela

BAB |

KFLTENTU AN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksuq dengan:

ng,

Gudang ialah suatu ruap
wjuan tidak dikunjungi ol
tempal penyimpanan bar

an udak bergerak yang dapat ditutup dengan
ch umum melainkan untuk dipakai khusus scbagal
ang-barang perniagaan;

Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh
suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang-gudang

miliknya sendin. dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar
kegiatan perdagangan barang;

Barang perniagaan atau atau barang dagangan terdin *dari ‘!Jahﬂﬂ
pokok ‘penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri, dan
barang dagangan lainnya yang diperdagangkan schari-har;

Tanda Daftar Gudang adalah Tanda Daflar yang dibcrik:tm oleh Walikota
kepada pemilik / penanggung jawab gudang yang telah di daftarkan untuk
selanjutnya disebut TDG:

Yang discbut pemilik dan/atau penguasa adalah semua pihak yang menjadi
pemilik dan/atau penguasa gudang;

Retribust Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan

dacrah scbagal pembayaran atas jasd atau pembenan 1zin tertentu yang
L % c s YT ; :
khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemenntah Daerah untuk

Kepentingan orang pribadi atau badan ;
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0.

‘Masa Retn busi adalg}, suaty

_ Surat Ketetapan Retribusi Dae

Rcl[]thSi }}{:r‘i}{inﬂn

; lerte
.qernntah Da tn
pemeriy crah dalyy, adalah p .
. 1 Tanol. Cinbuysg . - b
hadan l'.ll'lLUI‘n_ Vang ngka pem| rian o “ﬂk atas kcgmlm’t tt..l.'tt.,n‘lu
;ﬂmgundﬂllun dan pep, '"Maksudkan ‘N Kepada orang pribadi atau

“ . 7 unluk - i -

r dayz SAN 1ag Loy mbing yengaturan,
qunlhbl' dd}d ﬂlﬂnl! hﬂr lag L{:gmmn : D(. aan, peng

L : an Ptmantaatan ruang, penggunaan
» SArana atau fasilitas tertentu guna

lau badan yang menurut peraturan
au kan untuk melakukan pembayaran
Pemotong retribussi tertentu:

waktu bagi wajib retnbus; u“::{:gka waktu tertentu yang merupakan batas
dari Pemenntah Daerah vang ber-;::gr:agaﬂtkan jasa dan penjinan tertentu
] . utan:

Surat Ketetapan Retribys; Daersh

ketetapan yang menentukan bega yang dapat disingkat SKRD adalah surat

mya jumlah retribusi ;
Surat Pemberitahuan Retribusj 1y
surat vang digunakan oleh Waji
dan pembayaran yang terutang

acrah yang dapat disingkat SPTRD adalah
b Retribusi untuk melaporkan perhitungan
menurut Peraturan Retnbust,

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat

untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda;

Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat
vang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau
bﬂn}feturan retribusi vang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh walikota;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah [.ebih Bayar yang sela_njutnya disingkat
SKRDILB adalah Surat Ketctapan yang muncntu};an ljumlah kclﬁ‘:bthan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dan pada

retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

rah Kurang Bayar tambahan yang selanjutnya
rat Keputusan yang menentukan tambahan

R ~Tr r Tadalah SU
disingkat SKRDKB telah ditetapkan;

atau jumlah Retribusi Daerah yang

t. Perhitungan. ............
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perhitungan Retribyg; Da
" harus dibayar oleh Waii Erah adala o
Jib Ret . Peringig . e
pcmbujfuran rﬂlribUt;i ) nb ark k L l:’*3fiﬂll‘!‘l’;;tm retnbus1 yang
qdministrasi; L Kelebip Pﬂmli:::] oK retribus;, bunga, kekurangan
aYaran retnbusi maupun sanksi

pembayaran Retribyg;

, : ” Jaerah

d!P‘:“”h‘ oleh Wajib Rctf!hw;i idala:h bcs»‘.arn},-a kewajiban yang harus
Daerah atau ketempay lain ‘fla Sesual dengan SKRD dan STRD ke Kas
ditentukan; 35

& ditunjuk dengan batas waktu yang tclah

~ntang Retnibusi D ' _

| %{qriiusi yang ter fﬂfﬂh adalah sisq utang retribusi atas nama Wajnb
Llum kedaluwars L;mum Pada STRD, SKRDKB dan SKRDKBT yang
be 54 dan retrbys; lainnya yang masih terutang:

. Pemeriksaan : <ot ;

_P:..mﬂ;'lll;h dma-dmdah Eherangkalan kegiatan untuk mencari mengumpulkan,
meng “ kd lan/atau ke}ﬁrungan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kKewayiban Perpajakan daerah dan Retribusi dan untuk tujuan

lain dglanl rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah dan Retribusi:

. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah
serangkalan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negen Sipil,
vang sclanjutnya disebut Penyidik , untuk mencan serta mengug1py\kan
bukti vang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang

perpajakan Daerah dan Retribusi vang terjadi serta menemukan
tersangkanya .
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, BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Memberikan dasar hukum bagj pelaksanaan dan pemungutan retribusl

Tanda Daftar Gudang agar sesuaj dengan ketentuan yang berlaku.

A Mmubcriki_m .dﬂﬂal' hukum untuk pendaftaran gudang yang diharapkﬂtﬂr
(# Japat mcnj‘udl tempat menyimpan barang niaga dalam L cadaan aman. pm
qutwkwalitas  barang itu  sendiri maupun dari segi kemungkinan
kehilangan fisiknya schingga kelancaran arus distribusi barang dapat lebih
{erjamiti.

3) Membenkan dﬂh‘-i_lr _hukum untuk pemungutan rctribysi Tandapﬁ;f;lﬂf
(Gudang agar menjad salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah ( :

4) Memberikan dasar hukum bagi pengawasan pendaftaran gudang serta
retribust Tanda Daftar Gudang agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan
lancar dan terkendal.

BAB II1
PENDAFTARAN GUDANG

Bagian Pertama
Wewenang Pemberian Tanda Daftar Gudang

Pasal 3

(1) Untuk mendirikan, mempunyai dan memperluas Gudang harus mendapat
Tanda Dafiar Gudang (TGD) dari Walikota.

(2) Dalam memberikan Tanda Daftar Gudang, Walikota menetapkan

pcrsyaratan-pﬁrsyaralan.

(3) Tanda Daftar Gudang (TDG) tidak dapat dipindahtangankan kecuall
dengan izin Walikota.

Pasal 4
(1) Semua pihak yang menjadi pemilik dan atau penguasa gudang wayb
mendaftarkan .gudangnya menurut peraturan yang di tetapkan oleh

Walikota.
(2) Gudang ...............
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sjudang vang harus d;

2) (u ; 5. % harus did;
II]L”}?I"PEH ']dl'ﬂng..h Ran vang di pcrgunﬂkﬂn untul{
menyimpan barang._},,

bar yang tidak d;
>"Darang Untuk chcrluﬁ,]l;:d‘s‘:i peruntukkan

Hh ruan

muk  mendapat  Tanda 1.
EIII:I'IL?%UC‘ pu:-iur?r l’crzzii B:Jﬂur .G."du“g* pthak Pemohon sebagaimana
: iwmg vang telah dita d-h dm”,‘ 'N1, mengajukan permohonan Tanda Daftar
(udang yang nda langani oleh Pemohon ey Walikota. o, Pejabat
vang ditunjuk dengan dulampin' : | p q.

Copy Surat [zin Usahg P{:fdﬂgangan (SIUP),

Copv Tanda Dafiar Perusahaan (T l*;‘j- ’

Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Gudang;

- Copy Nomor Pokok Wajih Pajak (NPWP): ’

. P::qan_]l;ll'l pemakaian / pemantaatan gudang bagi pengusaha yang menyewa
/ memanlaatkan gudang pihak lain:

[ Copy IMB pendinan gudang dari Pemerintah Daerah:

Peta denah gudang.

T =S e -

w=

Pasal 6

Tata laksana permohonan Tanda Daftar Gudang diatur lebih lanjut dengan
keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Berlakunya Tanda Daftar Gudang

Pasal 7

(1) Tanda Daftar Gudang berlaku selama perusahaan yang bersangkutan
melakukan kegiatan usaha dan untuk  kepentingan  pembinaan,
pengendalian dan pengawasan wajib melakukan pendattaran ulang sctiap

5 (lima) tahun sekalt.

3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal in1 diajukan

sckurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir waktu daftar ulang

berikutnya. Bagian. ..............
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Pennlakan dan P“a ’ e S dan
Em:abutan Tanda l}aftar Gu
sudang

Pasal 8
ralikota dap: slak
ll]“ﬂllkuﬂ P Menokik Permohonan Tanda Dafta Gud
r Gudang.

{311)31.11111 jangka wakty | (satu) bula

[zin belum ada jmvaban, maka pe h sctelah diterimanya Surat Permohonan

rmohonan dianggap dikabulkan.

1y Dalam hal penolakan |z; i
4 In Walikota harus memberikan alasan penolakan.

Pasal 9

1) Tanda Daftar Gudang dinyatakan tidak berlaku lagi atau di cabut apabila:

a. Tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku:

b. Memperoleh Tanda Daftar Gudang secara tidak sah;,

C. A.tas permohonan dan pemilik Tanda Daflar Gudang;
d. Tidak membayar retrnibusi.

(2) Gudang dapat ditutup apabila:

Tanda Daftar Gudang telah dicabut,

b. Gudang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

Karena adanya perkembangan perubahan RUTRK/RDTRK;

d. Menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat sckitarnya.

i

4

Bagian Kelima
Pengecualian

Pasal 10

4. Gudang yang melekat dengan usaha lnfiuslnnya, | )
b, Ruangm{ dalam rumah Yyang meskipun memenuhi  syarat-syarat yang
dilem})kan oleh peraturan sebagai gudang, namun hanya digunakan untuk

menyimpan barang-barang kebutuhan rumah tangga sendiri bukan barang-

barang perusahaan dan atau dlpﬂfdﬂgaﬂgkd“-
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mengenan : suk
ara baky- g barang yang masuk dan
b. Menyampaikan informas;

lu nrHI] 1 ] 'l =
' : mutas ¢ ¢ di
gudangnya apabila sewaky. P tast barang yang berada

waktu diminta oleh Pemerintah Daerah.

(2) Setiap pemegang Tanda Dafiar Gudang dilarang:

a. Memperluas gudang tanpa seizin Walikota:
b. Memanltaatkan gudangnya untuk menimbun barang;

¢. Menyimpan barang yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan
atau gangguan.

BAB IV
NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 12
(1)Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Gudang dipungut Rj:'tribusi bagi
sctiap orang atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan Tanda Dafiar

Gudang.

(2) Subyek Rertibusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh
Tanda Daftar Gudang.

(3)Obyek Retribusi adalah kegiatan Pemberian Tanda Daftar Gudang kepada
ura-ng pribadi atau badan hukum.

10

Scanned by TapScanner



GOLONGAN Rf BAB v

TRIByg .
I DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13
(1) Retribusi Tanda Dafyy,

Guda .
tertentu. "€ lermasuk golongan retribusi perizinan

’ Retribusi yang terutane d: R
|. & dipungut g; Wilayah Kota Magelang.

BARB V]

CARA MENGUKUR
A MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN

TANDA DAFTAR GUDANG
Pasal 14
'l;iﬂégkj; penggunaan Tanda Dafiar Gudang didasarkan atas luas bangunan
Qudang.

BAB VII
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 15

Pansip vang dianut dalam penetapan tanf retribusi Tanda daftar Gudang
didasarkan pada tujuan untuk menutup scbagian atau sama dengan biaya
penvelenggaraan pemberian Tanda Daftar Gudang.

BADB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

1) Besarnva tarif retribusi Tanda Daftar Gudang (TGD) didasarkan atas
Klasifikasi [Luas Gudang.

2) Tanif retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

a. Gudang dengan luas 0 s/d 50 m2 besarnya Reln'bpsi 'l'an_da Daftar
| ﬂudané ditct?apkan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh nbu rupiah);

11
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b. Gudang dengap

luag di
Tanda Dafiar Gy, 2Mas 50 12 o o
rupiah); iy dlll:lupka“ Ecll)c(:;ﬂr‘{)o m2 besarnya Retnibusi

Rp.100.000,- (Seratus ribu

¢. Gudang dengap luas

T, v ' ' diutuﬁ l f
[anda _l Jaftar (Jlidung ditet; V0 m2 5/d 500 m2 besarnya Retribusi
puluh nbu rupiah). apkan schegar Rp.150.000.- (;Serutusa lima

d. Gudang dengan |y diatas 50

: m2 s/ I W
2 d“mﬂpkun d 2.500 m2 besarnya Retnbusi

sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu

Pasal 17

(1) Untuk permohonan  pendafiaran

e ulang dikenakan Beaya administrasi
sebesar 100 % (Seratus persen) dan ; ;

besarnya retribusi yang harus dibayar.

(2)Keterlambatan permohonan daftg

denda sebesar 2 © r ulang untuk setiap bulan dikenakan
enda sebes: )

o (dua persen) dari besarnya retribusi yang harus dibayar.

BAB IX
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERUTANG

Pasal 18

(1)Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang lamanya
ditctapkan oleh Walikota.

(2) Retribusi terutang terjadi pada saat diberikannya Tanda daftar Gudang.

Pasal 19
(1) Setiap wajib retribust wajib mengist SPTRD.

aksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan

(2} SP’ sl dim i ST
)SPTRD sebagaimana <erta ditandatangani oleh Wajib Retnbusi atau

jelas. benar dan lengkap
Kuasanya.

(3) Bentuk. isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPTRD ditetapkan

oleh Walikota. BAB X ..o .

12
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BAB X

TATA ¢ -
ARA PI'NI{'I'.-\P.-*\N RETRIBUSI

Pasal 20
() penetapan Retribus; berdasarka,

SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
i:‘ll)ﬂlﬂn] hal SPFR.I) 1|dﬂk d

. sl ipenuh;i : e .
mestinya, maka dllcrbllkans oleh  Wajib Retribusi sebagaimana

KRD karena jabatan.

qatuk, 151 SKR1D sebagaj : _
() Bentuk: “8Aimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditctapkan oleh Walikota.

Pasal 21

.f"t?“b"u berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data

ang semula belum terungkap schingga menyebabkan penambahan jumlah
ctribust yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan,

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

1) Pembayaran Retribusi Tanda Daftar Gudang (T_DG) di lakukan di K.ES
Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu‘}'ang ditentukan
dengan menggunakan SKRD, QKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.

1ak | { vang ditunjuk, maka hasil
2)D: | pembavaran dilakukan di tempal
! r[?;inmml;zn F[z{nctribuﬁi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X

74 Jam atau dalam waktu yang ditentukan olch Walikota.

. . 4o dilakukan  setelah  lewat waktu yang

3 : bavaran retribusi . i
Jgpflblli. pcnibaf aimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ml?rbﬁian
d].;:‘nmk o SLnkS% bunga sebesar 2 o5 (dua persen) dengan mene
ikenakan sa

STRD.

G s inkan kepada wajib
- - ditunjuk dapat mengizin
) Walikota atau pejabat e busi terutang dalam jangka waktu tertentu

dipertanggung jawabkan.

Pasal 23 ...cocevnreneenens

13
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»)Tata cara pembayarap Retribys

|~ dirnﬂkﬁlld pﬂdﬂ avyat (1 ) p | Tﬂﬂdu I]ﬂﬂﬂr Gudﬂng (TI)(j) Sﬂbﬂgﬂimﬂnﬂ

asal ing dilctapkun oleh Walikota.

BAB XI1
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

(1) F_'engcluaran suratl teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal
tlntflilkﬂﬂ I‘J_Elﬂl_'iﬂﬂl_'laﬂn penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7
(twjuh) han sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jaflgka waktu 7 (tuyuh) har setelah tanggal surat
leguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi

retnbusinya yang terutang.

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan
oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan
cIribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIIL.................
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Retrnibusit.

BAB X1V

PENC: APAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
NGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

TATA CARA PEM
PENGURANGAN KETFT

Pasal 28

(1) Wajib Retnbusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan
STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan

hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-
undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi

. ; e -

vang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilatan Wapnb
Retribusi atau bukan kesalahannya.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan Ketetapan Retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud Pﬂdff ayat (1) Pﬂ‘"’iﬂ:{;l
pengurangan  ketetapan. pfmghupusan atﬂ:ur Puggurgniln g
administrasi sebagaimana dimaksud pada a¥al P( )l 'n? disampaikan

batalan sebagaimana dimalfsud_pada ayat (3-), asal int du g
e tortul leh Wajib Retribus kepada Walikota atau Pejabat vang
!;t:’:cal‘%l :::l’{ullim L;;nla 30 (tiga puluh) han Hij_lk tanggal dlt(:ﬁﬂﬁt iKRD ciat;
S!ll‘lllgj;l dE:g;:r% memberikan alasan vang jelas dan meyakinkan untu

mendukung pcrnmhﬂnann‘.‘v’ﬂ-

(5) Keputusan .............

15
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(5) ]-\lcputusan alas Permo
dikeluarkan ol W
bulan sejak surat De

hon

dn ge -

- " . L ug[]]r] F .

a , 14
ikoty atay Deiabe na d;

Mohong

Maksud padq ayat (2) Pasal ini
N ditering

v tun: '
7ang ditunjyk paling lama 3 (tiga)

(6) Apabila setelah lewat
avat (3) Pasal ip; Walik,
keputusan, makaq
penghapusan atgy pen
i . ur; , :
dianggap dikabulkan =irangan sanks

~Pengurangan ketetapan,
administrasi dan pembatalan

BAB XV
KEBERATAN

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan han

pejabat yang ditunjuk atas SKR) &t ya kepada Walikota atau

dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Pennohpnan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
harus disampaikan secara tertulis paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal
SKRD diterbitkan dengan alasan yang jclas, kecuali apabila Wajib
Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak
menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan
Retribusi.

(4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waklp 6 (enam) bulan
scjak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal in1 telah
lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, permohonan keberatan

dianggap dikabulkan.

16
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(1) Wajib Retribyg;
pembayaran Rclrtbum ken

(2) Walikota atau Pejapg, .
(enam) bulan sejak d} ng dllunjuk dalam i
pembayaran Retribyg; S

- cba O Nan pengembalian kelebi
membenkan keputusan 2aimana dimal & kelebihan

: Pada ayat (1) Pasal im1 harus

3) Apabila jangka waktu sebaggim, -~
dilampaui dan  Wai1 :nana dimaksud pada ayat (2)

, Pasal in1 telah
pengembalian

nberikan  keputusan, permohonan
dlaqggap dikabulkan dan SKRDLB
waktu paling lama | (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi me

; mpunyai uta s ad Lok
pembayaran retribusi sebag : "8 Fombust lninnys, kelebihan

| _ _ aimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi
tersebut. |

(5) _]’a;?nggmbalian pembavaran retribusi scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
im dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota membenkan imbalan bunga
sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran retribust.

BAB XVII
KADALUWARSA

Pasal 31

retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui
tung sejak saat terutangnya retribusi,
elakukan tindak pidana di bidang

1) Hak untuk melakukan pe,nagihan .
Jangka waktu 3 (tiga) tﬂh“'? telfhl
kecual; apabila Wajib Retribust
retribusi.

(2) Kadaluwarsa.................
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| Z)KﬂdaI}IE}Wﬂfﬁﬂ Pehagihan ety
pasal 11 tertanggy}, Ei]'}-ulzztila"L

l]]Wd_]lb Retribusi yang
rugik C ) ; :
:t;::ﬁl) E:lahcéll::i:;u ?j{;e?h dl:'incam pidana kurungan paling lama 6
terutang. nda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi

(2)Tindak  pidana  sebagaimana ;

pelanggaran maksud ayat (1) pasal ini adalah

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negen Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diber1 wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 193] tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal_(.l) adalah:
a. Menerima, mencart, mengumpulkan .dan mc_nt?hu kclcra_ngm? atau
laporan berkenan dengan tindak .pltiluna dibidang retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

dan mengumpulkan Kketerangan mengenai orang
o tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
ak pidana dibidang Retribus;

b. Meneliti, mencarl
pribadi atau bada |
schubungan dengan tind

bahan bukti dan orang pribadi atau badan

. ' ceterangan dan .y | B
Meminta keterang dana dibidang retribust;

hukum sehubungan tindak p!

d. Memenksa.......cccoovueee..
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d. Memenksa buku.-p,

berkenaan den 'Uku' “latan.cq lata
an e
g tinda) Pidang dlbidﬂ:g ::tn bdﬂ]\umt:n-dnkumcn e
». Melakuk B
¢ ‘ : 2 Penggeledap,
pembukuan, 4N untuk me

Pencatayyy dan (

ndapatkan  bahan bukti
1adap bahan bukt;

kume"‘dﬂkumu
tersebut:

penyitaan ter] lai
N lain, serta melakukan

{. Meminta  bantyg,

1L - lenaga ahl; :
penyidikan tindgk pidang dibidang f;ELn o Pelakstteen ik
usi
g. Menyuruh berhent;, melarang

h.

tersangka atau saks;i:
]. Menghentikan penyidikan:

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum vyang dapat di

pertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum. sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

peroleh perusahaan sebelum ditetapkaknnya

landa Daftar Gudang yang uelals £ aikan dengan Peraturan Daerah ini dengan

[’Craturan Daerah 1n1, wajib menyesu
‘etentuan sebagai berikut:

' iterbitkan sebelum
A, T ane diperoleh perusahaan yang diterbitkan se
| sia daftar Guoang YH 0 rah ini dinyatakan tetap berlaku.

diletﬂpkannya Peraturam Dac
b. Tanda daftar...............
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P

y. Tanda daftar Guday,
wa)tb menyesuaik g, d
tahun setelah Peratura,

Peraturan

Agar setiap orang dapat

Peraturan Dacrah ini denga
Magclang.

Diundangkan di Magelan
pada tanggpal

SEKRETARIS DAERAI

Drs

Pasal 3¢

Daerah ini mulaj berlay, Pada tanggal diundangkan

mengetahuinya,
1 penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota

1 hupen%bcr 2001
‘OTA MAGELANG

Pembin¥

NIP. 500 032 653

TAHUN 2001 NOMOR 68
SERI B NOMOR 9

'RAH KOTA MAGELANG

memernintahkan  pengundangan

Ditetapkan di Magclang
Pada tanggal 29 Oktober 2001

WALIKOTA MAGELANG

\ ek

H. FAHRIYANTO
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG

PENJELASAN UMUM

Dengan dijpwai oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemenntahan Daerah, maka terhadap penataan dan pembinaan pergudangan
perlu diadakan penyesuman khususnva dalam rangka terib miaga  dan
kelancaran distnbus) barang, agar df:qyal- memenuhn kebutuhan konsumen
dalam Kota Magelang , terutama barang-barang kebutuhan pokok dan barang-
barang pentng lainnya

Sebagal salah satu sarana perdagangan, gudang dapat berfungsi sebaga
tempat  barang miaga dalam  keadan  aman  dan  untuk menghindan

penvyalahgunaan fungst menjadi tempat penimbunan barang dagangan yang akan
merugikan masyarakal.

Memiliki atau menguasal gudang seperti menukul tugas kepentingan
urmum di dalam turut serta memberantas gangguan-ganggudn lEi:lU lintas hmmg :
antuk  itu pelanggaran yang dilakukan  dinyatakan sebagan undak pidana
ekonon.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  Pasal im memuat pengertian istlah yang,
dipergunakan  dalam  Peratwran  Daerah i
Dengan - adanya  pengertian isulah  tersebut,
dimaksudkan untuk mencegah tmbulnya salah
wfsir dan salah pengertan  dalam memahanm
dan  melaksanakan  pasal-pasal vang
bersangkutan  schingga baik warga mesvarakat
maupun aparatur dalam menjalankan hak dan
kewaibannya dapat benalan dengan lancar dan
dapat dicapa terub adnumstrasi permungutan
retnibusi daerah

Pasal 2......
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Pasal 2 s/d Pasal 3 . Cukup jelas

Pasal 4 ayat (2) - Gudang  yang  harus  didaflarkan  itu 1alah
ruangan yang cipergunakan untuk menyimpan
lx_:uimg-lﬁmg permiagaan dan yang tidak untuk
diperuntukan  penyimpanan barang-barang
rumah tangga sendin  bukan barang-barang
perusahaan, bukannlah gudang menutrut
Peraturan Daerah ini. karena itu tidak perlu
chdaftarkan.

Pasal 9 ayat (2) huruf b . Yang dimaksud dengan Gudang tdak
memenuhn - atau tdak sesua dengan Peraturan
perundang-undang yang berlaku adalah apabila
gudang sudah udak sesua dengan jems barang
vang disimpan, nama pembk/penanggung

Jawab, alamat dengan Daftar Gudang yang telah
ditetapkan.

Huruf d  : Yang dimaksud dengan dampak negatf adalah
dampak vang dapat merugikan masyarakat bak
secara ckononm, sosial, budaya maupun moral

Pasal 10 huruf a : Gudang yang melekat dengan usaha industn
adalah gudang untuk menyimpan bahan baku,
bahan penolong dan hasil produkst vyang
berlokas) menyatu dengan tempat industn.

Pasal 11 ayat (1) huruf a . Mengadakan  adnunistrasi yvang  teratur - dan
cukup jelas keluar masuknya barang di gudang
sehingga  dapat diketahw  asal, harga,  jerus
barang dan  tyuannya sehingga mudah
diketahw jalannya peredaran dan gudang,

Pasal 11 ayat (2) huruf b . Penyimpanan barang yang dilakukan di gudang
sestt dengan 1an vang  dibenkan  dapat
dibenarkan sepanjang jumlahnva masih dalam
batas  kewaaran  sebagar  stok/persediaan
berjalan  untuk memenuhn - permuntaan - pasar
maksimal untuk jangka waktu 3 bulan dalam
kondisi normal . berdasarkan data / pencatatan
dan perusahaan yang disimpan dalam gudang
antuk sebanyak-banyaknya 3 bulan kebutuhan
tidak dikategonkan perumbunan.

Pasal 12 ...

b
[
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Pasal 12 s/d Pasg] 15

Pasal 16 ayat (2)

Pasal 17 s/d Pasal 32

Pasal 33 ayat (2) huruf ¢
dan e

Pasal 34 s/d pasal 36

. QGu

. Cukup jelas,

dang yang luas diatas 2500 m2 menjadi

kewenangan Pemenntah |
Perindustrian dan Per loq

. Qukup jelas.

lEﬂhmbukﬁiﬂlahkdﬂ'mgamalmdmadm

berupa catatan, perubshan dan  dokumen-
dokumen yang berkaitan dengzn retribusi.

. Cukup jelas.
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